
Menimbang    :

Mengingat    :

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NO MOR 'p 3 8 / k e.P / ;i o to

TENTANG 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

lnformasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola lnformasi 

dan Dokumentasi Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
lstimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah lstimewa

Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang­
Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Serita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Menetapkan   : 

KESATU    :

KEDUA    :

KETIGA    :

KEEMPAT    :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan lnformasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2008

Nomor 5);

MEMUTUSKAN: 

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan dibantu oleh 

PPID Pembantu dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut: 

a. mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi

dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PPID bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi 

Daerah lstimewa Yogyakarta. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal -,..o. OBSEM�E.IZ .2.0to 

GUBERNUR 

TIMEWA YOGYAKARTA, 

�,?/-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;

3. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;

4. lnspektur Provinsi DIY;

5. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;

6. Ketua Komisi lnformasi Provinsi DIY;

7. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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